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RINGKASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) ditinjau dari rasio keuangan pemerintah 

daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah provinsi Jawa Timur. 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang diperoleh dari website resmi Provinsi Jawa 

Timur www.dpjk.depkeu.go.id. Penelitian ini menggunakan 5 rasio keuangan 

daerah sebagai alat untuk menganalisis yaitu rasio kemandirian daerah, rasio 

desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak 

langsung. 

 Hasil penelitian pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

menunjukkan tingkat kemandirian yang bersifat delegatif artinya campur tangan 

pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah tersebut telah benar-benar mampu 

dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Rasio desentralisasi fiskal pada 

seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah artinya tingkat 

kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan masih belum terealisasi. 

Rasio efisiensi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tergolong 

rendah sehingga tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan biaya yang 

dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah. 

 

Kata kunci : Rasio kemandirian daerah, Rasio desentralisasi fiskal, Rasio 

efisiensi, Rasio belanja langsung, Rasio Belanja tidak langsung. 

 

 

 

 

  

http://www.dpjk.depkeu.go.id/
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